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PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Mengingat

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Pemerintah menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun
anggaran 2015;

bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual khusus untuk pemerintah
pusat, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Pusat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



2014, No.2071

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi
seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari
proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
perangkat Pemerintah yang membidangi urusan @ tertentu
pemerintahan.

5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 2
Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
Pasal 3

(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.

(2) Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk BUN dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan
sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

(3) Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk
Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(4) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk
Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri
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Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Belanja Subsidi dan/atau Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Belanja Lain-Lain.

Pasal 4

Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 5

(1) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) belum dapat dilaksanakan, laporan keuangan berbasis
akrual disusun menggunakan Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA).

(2) Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual menggunakan SAIBA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Modul Proses
Bisnis SAIBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir
pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015
pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam
penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan
basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih
komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para
pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual
yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu

pengungkapan paripurna atau full disclosure.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah
pusat, KementerianKeuanganmengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat
digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut
diharapkan mampu mengintegrasikanproses pelaksanaan dan

pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan
berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual)digunakan sampai dengan
tahun anggaran 2014.Mulai tahun 2015 basis akrual diterapkan pada
Pemerintah Pusat untuk menghasilkan laporan keuangan. Kementerian
Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan
dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk
digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga.Sistem ini diterapkan secara
paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuanganterintegrasi sesuai dengan

pentahapannya.
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DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam modul Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual ini adalah:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; dan

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Modul Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

ini antara lainadalah:

a.

Menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa

transisi/awal implementasi.

Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan
penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan
keuangan pada tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat eselon I dan

tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

. RUANG LINGKUP

Modul ini disusun sebagai pedoman bagi:

. Entitas akuntansi/pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dalam

menyelenggarakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

. Entitas akuntansi/pelaporan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara, yang tidak diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Modul ini mencakup gambaran bisnis proses akuntansi berbasis akrual

dengan menggunakan aplikasi SAIBA. Modul ini mencakup:

1.

Siklusakuntansipemerintahan,



